ABSTRAK

Skripsi dengan Judul judul “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko Terhadap Praktik
Perizinan Pemasangan Tiang Fiber Optic dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi
Kasus di Kabupaten Tulungagung)” ini ditulis oleh Aprilia Wahidatul Faizah,
NIM. 126103211017, dengan pembimbing Fahmi Arif, S.H, M.H.

Kata Kunci: Implementasi, Perizinan, Tiang Fiber Optic, Fiqih Siyasah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya aduan warga mengenai
pemasangan tiang Fiber Optic ilegal di Kabupaten Tulungagung yang sangat
mengganggu dan membahayakan pengguna jalan serta merusak estetika kota. Hal
ini ditandai dengan banyak tiang Fiber Optic yang terpasang disembarang tempat
dengan kabelnya yang semrawut dan kendor karena tidak sesuai dengan ketentuan
yang berlaku. Biasanya para provider memasang tiang tersebut di malam hari dan
diletakkan didekat tiang Fiber Optic yang sudah mengajukan perizinan supaya
dinas terkait kesulitan untuk mengidentifikasi.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana implementasi
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berbasis Risiko terhadap praktik perizinan pemasangan tiang Fiber Optic di
kabupaten Tulungagung? (2) Bagaimana praktik perizinan pemasangan tiang
Fiber Optic di kabupaten Tulungagung? (3) Bagaimana praktik perizinan
pemasangan tiang Fiber Optic di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif figih
siyasah? Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mendeskripsikan
implementasi  Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko terhadap praktik perizinan
pemasangan tiang Fiber Optic di kabupaten Tulungagung. (2) untuk
mendeskripsikan praktik perizinan pemasangan tiang Fiber Optic di kabupaten
Tulungagung (3) untuk mendeskripsikan praktik perizinan pemasangan tiang
Fiber Optic di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif fiqih siyasah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
kualitatif, dengan menggunakan jenis penelitian empiris yang berfokus pada
pengamatan terhadap fenomena hukum dan konteks sosial yang nyata. Lokasi
penelitian ini berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas
Komunikasi dan Informatika serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung. Sumber data berasal dari data
primer, sakunder dan tersier. Teknik pengumpulan data berupa observasi,
wawancara dan dokumentasi. Untuk teknik analisis data dengan reduksi data,
penyajian data, penarikan kesimpulan, verifikasi dan melakukan pengecekan
keabsahan temuan.

Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa: (1) Implementasi Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha
Berbasis Risiko terhadap pemasangan tiang Fiber Optic ditandai dengan
ditetapkannya OSS RBA sebagai media untuk mengajukan perizinan berusaha di
kabupaten Tulungagung. Namun, adanya regulasi ini belum berjalan dengan
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efektif karena beberapa hambatan (2) untuk sementara waktu perizinan Fiber
Optic di Kabupaten Tulungagung dilakukan dengan menyetorkan titik-titik
koordinat dimana tiang Fiber Optic tersebut akan/sudah dipasang yang nantinya
akan dilakukan dua kali survei oleh Dinas PUPR dan Dinas Kominfo untuk
memastikan letak tiang dan struktur tiang Fiber Optic yang dipasang sesuai
dengan ketentuan tanpa membahayakan pengguna jalan dan merusak estetika
kota.. Untuk provider yang harus mengajukan perizinan ialah provider yang
memasang tiang Fiber Optic di ruang publik seperti ruas milik jalan Kabupaten.
Untuk upaya penegakan hukum terhadap pemasangan tiang Fiber Optic ilegal di
Kabupaten Tulungagung dilakukan oleh Dinas PUPR, Dinas Kominfo dan Satpol
PP Kabupaten Tulungagung dengan mengidentifikasi pemilik tiang Fiber Optic.
Upaya penegakan hukum terhadap pemasangan tiang Fiber Optic hanya
dilakukan ketika terdapat aduan dari masyarakat dan pada saat Dinas PUPR
terdapat pekerjaan di ruas-ruas yang memungkinkan tiang-tiang Fiber Optic yang
tertanama di ruas tersebut harus dipindah. Jadi, untuk di Kabupaten Tulungagung
belum ada razia dan pendataan secara rutin terkat pemasangan tiang Fiber Optic.
(3) Tinjauan Siyasah Idariyah mengenai perizinan ambulans, dalam AlQur’an
maupun hadits belum diatur mengenai perizinan. Perizinan sendiri perlu dibentuk
untuk memberikan kebaikan atau kemaslahatan bagi masyarakat agar terhindar
dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya kemudharatan. Dalam surat
An-Nisa’ ayat 58 dalam surat tersebut mempunyai arti “apabila menetapkan
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil” memiliki makna
bahwa pemerintah seharusnya memberikan keadilan berupa peraturan daerah yang
jelas terkait Fiber Optic agar dapat dilaksanakan oleh masyarakat. Perlu adanya
aturan mengenai perizinan ambulans agar terciptanya tertib administrasi sehingga
memberikan kelayakan atau pengawasan dalam perizinan Fiber Optic yang pada
akhirnya memberikan rasa keamanan bagi masyarakat atau pemerintah.
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ABSTRACT

The thesis entitled “Implementation of Government Regulation Number 5 of 2021
concerning the Implementation of Risk-Based Licensing on the Practice of
Licensing for the Installation of Fiber Optic Poles in the Perspective of Figh
Siyasah (Case Study in Tulungagung Regency)” was written by Aprilia Wahidatul
Faizah, NIM. 126103211017, with the supervisor Fahmi Arif, S.H, M.H.

Keywords: Implementation, Licensing, Fiber Optic Poles, Figh Siyasah

This research was motivated by the many complaints from residents
regarding the installation of illegal Fiber Optic poles in Tulungagung Regency
which are very disturbing and dangerous for road users and damage the aesthetics
of the city. This is indicated by the many Fiber Optic poles installed in random
places with messy and loose cables because they do not comply with applicable
regulations. Usually, providers install these poles at night and place them near
Fiber Optic poles that have applied for permits so that the relevant agencies have
difficulty identifying them.

The problem formulation in this study is (1) How is the implementation of
Government Regulation Number 5 of 2021 concerning the Implementation of
Risk-Based Licensing towards the practice of licensing the installation of Fiber
Optic poles in Tulungagung Regency? (2) How is the practice of licensing the
installation of Fiber Optic poles in Tulungagung Regency? (3) How is the practice
of licensing the installation of Fiber Optic poles in Tulungagung Regency from
the perspective of figh siyasah? The objectives of this study are (1) to describe the
implementation of Government Regulation Number 5 of 2021 concerning the
Implementation of Risk-Based Licensing towards the practice of licensing the
installation of Fiber Optic poles in Tulungagung Regency. (2) to describe the
practice of licensing the installation of Fiber Optic poles in Tulungagung Regency
(3) to describe the practice of licensing the installation of Fiber Optic poles in
Tulungagung Regency from the perspective of figh siyasah.

The research method used in this study is a qualitative method, employing
empirical research that focuses on observations of real legal phenomena and
social contexts. The research locations are the Public Works and Spatial Planning
Agency, the Communication and Informatics Agency, and the Investment and
One-Stop Integrated Services Agency of Tulungagung Regency. Data sources
come from primary, secondary, and tertiary data. Data collection techniques
include observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques
include data reduction, data presentation, drawing conclusions, verification, and
checking the validity of the findings.

The results of this study indicate that: (1) The implementation of
Government Regulation Number 5 of 2021 concerning the Implementation of
Risk-Based Business Licensing for the installation of Fiber Optic poles is marked
by the establishment of OSS RBA as a medium for applying for business permits
in Tulungagung Regency. However, this regulation has not been implemented
effectively due to several obstacles such as
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(2) For the time being, Fiber Optic permits in Tulungagung Regency are
carried out by submitting the coordinate points where the Fiber Optic poles
will/have been installed, which will then be surveyed twice by the PUPR Service
and the Kominfo Service to ensure the location of the poles and the structure of
the Fiber Optic poles installed are in accordance with the provisions without
endangering road users and damaging the aesthetics of the city. For providers who
must apply for permits are providers who install Fiber Optic poles in public
spaces such as roads belonging to the Regency. For law enforcement efforts
against the installation of illegal Fiber Optic poles in Tulungagung Regency, the
PUPR Service, the Kominfo Service and the Tulungagung Regency Satpol PP are
carried out by identifying the owners of the Fiber Optic poles. Law enforcement
efforts against the installation of Fiber Optic poles are only carried out when there
are complaints from the public and when the PUPR Service has work on the
sections that allow the Fiber Optic poles installed on the section to be moved. So,
in Tulungagung Regency there have been no raids and routine data collection
regarding the installation of Fiber Optic poles. (3) Review of Siyasah Idariyah
regarding ambulance licensing, in the Qur'an and hadith there are no regulations
regarding licensing. Licensing itself needs to be established to provide goodness
or benefits for the community to avoid undesirable things such as harm. In the
letter An-Nisa' verse 58 in the letter it has the meaning "when establishing laws
between people so that you establish with justice" has the meaning that the
government should provide justice in the form of clear regional regulations
regarding Fiber Optic so that it can be implemented by the community. There
needs to be regulations regarding ambulance licensing in order to create orderly
administration so that it provides eligibility or supervision in Fiber Optic licensing
which ultimately provides a sense of security for the community or government.

XXVii



alaa

Slojlal bl e S G dais Olay Yo Y pld 0 03y 2asS A i Olginy domg bl
(ol ey il & Ul i) ol il i e a0l SV sl LS e A
(oo e b Bl YTV YY) AV VELI sball Rl 3l Sy Lol LS
oo
Bl 4 iyl LY saasl (a1 (did) debdl) SldS)
28 A55al OV sl (oSl glan L OK) e sl (oSl ey el Vs ol | 4
St jaly Gl asies o sghdly bl Al ol Gl i ely adki 3 a5
Bgogh OIS me Blpiis S 3 assall UV sesl o il OS5 s e 23 2 )
gy S sdaeYl odn oty 0939l a5k Lo B3le s Jaeall sl we 3l Y Y aslicady
o a0 0 et b o Jsal) ey e ) a8gall SUYI saesl e il
Jalpad duall ol dl
deas olay YooYy pl o o3y A S Al Bds xS (1) & Aubll oda 3 Al 2w
(V) Ssrl sly aablin & a5yl OUYI saeel S5 a5 )2 old bl e S o )
iyl an S (7) Sert sy aablie 3 sl GUYI suesl (S5 e a)lt oz S
oda Olal € ol aidl) sbote e sl mgly Aablie 3 aSeall SUN saasl (S5 ass
Pl e S el is 0l Y pled o 08y B S Ul Jui oy (1) g Al
S e A8 Loy (V) ol isls aablie & Al CUYI el (S5 a5 e old
& padl SUVI seel (S5 a5 Bt Caoy (F) sl wislss Aablie 3 &padl S sueed
g leedl Bl jglane n gl sl Aab i

gl Sl e p 90 it Ce (ol ) on dnhall ods 3 psald) o) gl
Jaadl 351> 3 ol s wge wdy Brlazr Y SlLdly 2adlyd) 259 alhll oSl e S5 o)
dabie (3 alolad) ALK Sleadly Jlazma ¥l 3059 (lashally ©YLaYY 38155 (3 Loy dolal)
b oL o Sl el AWy gy ds¥) L e SLLY slas db C’ﬁ"u'}‘j’"
gizdly Sl oMsnly SULl oy SULI ) e L B wliid L adsdly oL,

XXviii



o215 el Ol Yol 0 (3 S Al s 0 (1) 1k e ) ) sds S8 58
Jsadl Sllb @i 2l S o Liih ond) 5 gl SUN saasl ST bl e auslall JleeY)
colie e o Bl ) Ms Gl S ey el aibie (3 JlesY mylar e
bl olilis] @i b oo fsliisls anblie @ adpall SUY mylas e (JU el 3 (Y)
G5 o ST (50 gt Slaghally SVLaYI 38159 3515 paize lly sl BUYI seel (S5
So ot anall glae oY) o lasdl Gl edsis ja 093 s8I me LlSong BaasYl wdse
bhoel S Usnsh o)l Sl i oy rpladl e Jgaml) by pid) Sladd) adkis
S o O ) ssed andl Ll aablidl anll Gl i bl (S 3 ageal LY
3135 Slaglally VLAY 35159 815 pyi (Rp2ligly aablin 3 AgWl pé Asiall BUY sl
Ao OpW BLE] sser AiS Yy adsall OUYI sl Il dgn ditown w5tk gy anblie & Josla
sV 3 Jlash 5515 a8 Liisy Cpseadl o oS g2y Al 3 Y] sl OUY sesl S5
¢ bl sy an o oldll ol s O 4 e w4300 SV sl iy s &
oo Akl 2 Y1 duledl der e (F) sl UYL el o la Wb s )y ailase
815 s el 0 OF (g e Rols il (o andly DTN 3 deg Y Ol Sl
ol 135" sme 3y5 oA B bl §j9m (3 LY ikl Cidy maimedd w5l ) g i
olay dmeoly drelds) ) I e Jaad 33 of ae &A1 Je 0F (of "Jaalls e SE G ol o
Ol Bl Sl o iols il woy L LehelsS pemal) (S8 2t el SUY)
ol Gnd Ol Bl (3 g L adsall UYL jass e SLaYly BV et 53]

.Zuji.;-\ )T C&x«U

XXiX



